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MUHAMMAD RESKI ISMAIL (B111 13 052), JUDICIAL REVIEW OF 
REGIONAL DEVELOPMENT PLAN AS THE GUIDELINES IN REGIONAL 
DEVELOPMENT IMPLEMENTATION IN MAMUJU REGENCY, supervised 
by Aminuddin Ilmar as the first consultant and Naswar Bohari as the second 
consultant. 
The aim of the study is to find out the implementation of Domestic Ministry 
Regulation Number 54 Year 2010 in regional development plan guidelines 
sector in Mamuju regency and the implication on the establishment of a 
regional development plan that has no accordance with Domestic Ministry 
Regulation Number 54 Year 2010 in regional development plan guidelines 
sector. 
The study applied normative study. The type of law material in the study are 
primary law material and secondary law material. Method of collecting data 
used by the writer is literary study. Method of law material analysis used in 
the study is qualitative research, which reveals and comprehends the truth 
of problems as well as analyzes by interpret the data. 
The conclusion of this study shows that first, the establishment of medium 
term plan of Mamuju regency is not totally implement the regional 
development plan guidelines as arranged in Domestic Minister Regulation 
in regional development sector although its arrangement had referred to 
medium term plan of West Sulawesi Province. Second, the implication of 
regional development plan that is not relevant to the guidelines as arranged 
in Domestic Minister Regulation Number 54 Year 2010 is able to be 
reviewed and cancelled trough the judicial review procedure of Supreme 
Court and also possible to be evaluated by the Government as the executor 
of supervision function as well as evaluation of regional regulation product.  
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MUHAMMAD RESKI ISMAIL (B111 13 052), TINJAUAN YURIDIS 
TERHADAP SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
SEBAGAI PEDOMAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN 
DAERAH DI KABUPATEN MAMUJU, di bawah bimbingan Aminuddin Ilmar 
sebagai Pembimbing I dan Naswar Bohari sebagai Pembimbing II.   
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 bidang pedoman penyusunan 
perencanaan daerah di kabupaten Mamuju dan Implikasi terhadap 
pembentukan perencanaan pembangunan daerah yang tidak sesuai 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 bidang 
penyusunan perencanaan daerah.  
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Jenis bahan 
hukum dalam penelitian ini menggunakan dua jenis bahan hukum, yaitu 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan penulis yaitu studi kepustakaan (literature study). 
Teknis analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis data kualitatif, 
yaitu dengan mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah serta 
pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, Pembentukan perencanaan 
jangka menengah daerah kabupaten Mamuju belum melaksanakan 
sepenuhnya pedoman pembentukan perencanaan daerah sebagaimana 
yang diatur dalam peraturan menteri dalam negeri bidang perencanaan 
pembangunan daerah meskipun dalam penyusuanannya telah 
memerhatikan perencanaan daerah jangka menengah provinsi Sulawesi 
Barat. Kedua, Implikasi pembentukan perencanaan pembangunan daerah 
yang tidak sesuai dengan pedoman sebagaimana telah diatur dalam 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 ialah dapat diuji dan 
dibatalkan melalui prosedur pengujian di Mahkamah Agung dan dapat pula 
dievaluasi oleh Pemerintah sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan dan 
evaluasi terhadap produk hukum daerah. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pembangunan adalah sebuah proses perbaikan yang 
berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial 
secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Disamping itu 
pembangunan itu sendiri adalah sebagai usaha atau rangkaian usaha 
pertumbuhan, perubahan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan 
pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.1 
Pengertian tersebut memiliki arti bahwa pembangunan merupakan suatu 
proses perbaikan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa secara 
terencana. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya 
pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi segala aspek 
kehidupan masyarakat dan negara untuk mencapai tujuan nasional yang 
tertuang dalam UUD 1945. 
Pembangunan nasional dilaksanakan secara berkesinambungan 
dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan 
masyarakat Indonesia. Dalam proses pelaksanaan pembangunan tersebut 
diperlukan suatu proses yang harus dilaksanakan melalui tahapan-
tahapan untuk dapat memaksimalkan sasaran pembangunan. Tahapan 
yang paling awal dan merupakan tahapan yang paling vital adalah tahap 
                                                          




perencanaan. Sebagai tahapan awal, tahap perencanaan akan menjadi 
pedoman ataupun acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. 
Oleh karena itu perencanaan tersebut harus bersifat implementatif. 
Pada umumnya pembangunan nasional di banyak negara 
berkembang, termasuk Indonesia, ditekankan atau diprioritaskan pada 
pembangunan ekonomi khususnya untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini 
disebabkan karena di negara-negara berkembang masih mengalami 
permasalahan dalam bidang ekonomi. Selain itu pembangunan ekonomi 
akan mendukung dan merangsang pembaharuan dan perubahan dalam 
kehidupan lain di masyarakat kearah yang lebih baik. Pemerintah 
merupakan pihak yang paling penting dan berperan sebagai penggerak 
dalam pembangunan, yaitu melalui perencanaan pembangunan.2 
Perencanaan pembangunan di Indonesia dewasa ini dikenal dengan 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional model Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang dan turunannya, secara garis besar pola 
atau sistem perencanaan pembangunan di Indonesia diatur dalam 
Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (SPPN) yang selanjutnya disebut sebagai UU No. 
25 tahun 2004 tentang SPPN. Undang-undang tersebut secara rinci 
mengatur mengenai tahapan dalam pembentukan perencanaan 
pembangunan nasional hingga perencanaan lanjutan mulai dari pusat 
                                                          
2  Anonim, proposal penelitian:“Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
(Bappeda) Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi di Kota Bukittinggi.”, Hlm. 2 
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(nasional) hingga ke daerah (regional) maupun lembaga-lembaga yang 
berwenang dalam proses pembentukan termasuk kewenangan evaluasi 
pelakasaan perencanaan. Sistematika pembentukan perencanaan 
pembangunan yang tersistematis/tersusun dengan metode top-down dan 
bottom-up meniscayakan adanya kesinambungan antara rencana 
pembangunan pusat dengan rencana pembangunan di daerah serta 
mengacu pada data-data yang relevan, hal tersebut dimaksudkan agar 
terwujud sistem perencanaan pembangunan yang konsisten, terarah, dan 
berkelanjutan.  
Haluan pembangunan negara secara holistik diatur dalam dokumen 
pembangunan jangka panjang sebagai lampiran dari Undang-undang 
Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional yang selanjutnya disebut UU tentang RPJPN, rencana jangka 
panjang tersebut menjadi acuan utama dalam merumuskan perencanaan 
bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan adanya UU 
RPJPN tentu pola pembangunan akan lebih jelas, konkret, terukur, serta 
konsisten. RPJPN menjadi acuan bagi setiap bentuk perencanaan turunan 
agar arah pembangunan nasional baik pusat dan daerah lebih terarah. 
Indonesia dituntut untuk terus meningkatkan pembangunan baik dari 
segi infrastruktur maupun suprastrukturnya, terlebih lagi jika mengingat 
bahwa Indonesia masih tergolong negara berkembang. Selain itu, era 
globalisasi juga mengharuskan setiap negara untuk untuk turut terlibat 
mengambil andil dalam perkembangan zaman yang semakin hari semakin 
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maju. Indonesia secara menyeluruh baik di pusat maupun di daerah mesti 
berbenah diri dan mempersiapkan secara matang agar mampu 
mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia serta 
berkontribusi bagi pembangunan peradaban. Hal tersebut tentu 
memerlukan proses perencanaan yang sistematis, berkala, dan 
berkesinambungan.  
Pembangunan yang dulunya terpusat turut menjadi penghambat 
tercapainya tujuan pembangunan bangsa sehingga melalui kewenangan 
otonom di daerah diharapkan lebih mampu mewujudkan pembangunan 
yang merata dan adil guna mendekatkan kita kepada tujuan negara 
Indonesia sebagaimana yang telah termaktub dalam pembukaan UUD 
NRI 1945 aline ke-IV. 
Dengan adanya otonomi daerah, peluang bagi setiap daerah untuk 
mengembangkan daerahnya masing-masing semakin besar. Pelaksanaan 
otonomi daerah selain berdasarkan pada aturan hukum, juga sebagai 
penerapan tuntutan globalisasi yang wajib diberdayakan dengan cara 
memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan 
bertanggung jawab.  
Pemerintah daerah diharapkan untuk mampu mengelola dan 
memanfaatkan setiap potensi daerah dengan sebaik-baiknya sebagai 
penunjang peningkatan pembangunan daerah serta mensejahterakan 
penduduk yang ada di daerah tersebut sesuai semangat otonomi daerah 
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dan implementasi negara kesejahteraan, sebagaimana yang diamanatkan 
dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah pada Pasal 258 ayat (1) yang berbunyi: 
“Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan 
pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, 
lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas 
pelayanan publik dan daya saing daerah.”3 
Dalam melakukan pembangunan daerah, pemerintah memerlukan 
perencanaan pembangunan yang baik dan akurat. Upaya pembangunan 
yang terencana dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang 
diharapkan. Lebih jauh lagi berarti perencanaan yang tepat sesuai dengan 
kondisi di suatu wilayah menjadi syarat mutlak dilakukannya usaha 
pembangunan. Perencanaan yang baik seperti sebuah perjalanan yang 
sudah melewati separuh jalan, karena sisanya hanyalah tinggal 
melaksanakan dan mengendalikan. Apabila dalam pelaksanaannya 
konsisten, maka pembangunan dapat dikatakan tinggal menanti waktu 
untuk mencapai tujuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 
perencanaan pembangunan yang tepat menjadi prioritas utama untuk 
mewujudkan suatu pembangunan yang baik.4 
Dalam hal penyusunan perencanaan pembangunan daerah agar 
konsisten dan terarah maka dibentuklah aturan hukum yang menjadi 
dasar sekaligus acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan 
                                                          
3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bab X pasal 
258 ayat 1. 
4  Nur Willy, Skripsi:Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (Rpjmd) 2010-2015 Kabupaten Barru, Makassar: Universitas Hasanuddin, 
2016, Hlm. 2 
6 
 
daerah yaitu Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 
tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang kemudian 
dilengkapi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 
2010 sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 
2008 tersebut. Selain itu dalam menyusun perencanaan pembangunan 
daerah dan proses penyusnannya, Undang-undang 25 tahun 2004 
tentang SPPN mengamanatkan kepada pemerintah daerah masing-
masing untuk membentuk pedoman penyusunan pola perencanaan 
daerah masing-masing dalam bentuk peraturan daerah. 
Menusut penulis, konsistensi dan perencanaan yang terarah 
berdasarkan data yang akurat merupakan bagian yang integral dalam 
proses penyusunan perencanaan daerah, hal tersebut diperkuat dengan 
rincian syarat dan urutan proses penyusunan perencanaan daerah baik 
berupa RPJP Daerah maupun RPJM Daerah yang diatur secara detail 
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Metode 
dan syarat penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus 
mengacu pada pedoman yang termaktub dalam peraturan perundang-
undangan bidang perencanaan pembangunan tersebut demi menjamin 




Pembangunan di suatu daerah sangat bergantung dari pola 
perencanaan dan evaluasi pelaksanaannya. Pedoman yang sistematis 
mulai dari RPJP Nasional hingga turunannya ke RPJM Daerah harus 
memerhatikan keselarasan dan kesinambungannya. Program pemerintah 
yang dijadikan misi sewaktu mencalonkan diri kemudian dirumuskan 
dalam bentuk aturan yang mesti dijalankan yaitu RPJM Daerah.5 
Penyusunan RPJM Daerah harus mengacu pada Permendagri Nomor 54 
tahun 2010 Pasal 54:  
(1) Rancangan awal RPJMD provinsi disusun:  
a. memuat visi, misi dan program Gubernur dan wakil Gubernur 
terpilih;  
b. berpedoman pada RPJPD dan RTRW provinsi; dan   
c. memperhatikan RPJMN, RPJMD dan RTRW provinsi lainnya.  
(2) Rancangan awal RPJMD kabupaten/kota disusun:  
a. memuat visi, misi dan program bupati dan wakil bupati terpilih 
atau walikota dan wakil walikota terpilih;  
b. berpedoman pada RPJPD dan RTRW kabupaten/kota; dan   
c. memperhatikan RPJMN, RPJMD provinsi, RPJMD dan RTRW 
kabupaten/kota lainnya. 
Khusus bagi RPJM Daerah Kabupaten/kota maka syarat yang mesti 
dipenuhi selain visi, misi dan program bupati dan wakil bupati terpilih atau 
walikota dan wakil walikota terpilih juga mesti berpedoman pada RPJP 
Daerah dan RTRW Kabupaten/kota. 
 
                                                          
5  Bunyi Pasal 6 huruf (a) Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010: 
penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program kepala daerah 
dan wakil kepala daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program 
pembangunan daerah selama masa jabatan. 
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Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 
tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 pasal 75 ayat (1): 
“Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah 
tentang RPJMD kabupaten/kota kepada DPRD kabupaten/kota untuk 
memperoleh persetujuan bersama paling lama 5 (lima) bulan setelah 
dilantik” 
 
dan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
pasal 264 ayat (4): 
“Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan 
setelah kepala daerah terpilih dilantik.” 
yang artinya bahwa penyusunan RPJM Daerah dalam hal ini RPJM 
Daerah kabupaten/kota sangatlah urgen mengingat RPJM Daerah yang 
akan menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan dan 
perencanaan anggaran di daerah, termasuk di daerah Kabupaten Mamuju 
Provinsi Sulawesi Barat yang baru saja dibentuk tahun 2004 lalu. 
Sulawesi Barat merupakan provinsi hasil pemekaran dari 
provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi yang dibentuk pada 5 Oktober 2004 ini 
berdasarkan UU No. 26 Tahun 2004, Ibukotanya ialah Mamuju. Luas 
wilayahnya sekitar 16,796.19 km². Suku-suku yang ada di provinsi ini 
terdiri dari Suku Mandar (49,15%), Toraja (13,95%), Bugis (10,79%), Jawa 
(5,38%), Makassar (1,59%) dan suku lainnya (19,15%).6 Sebagai salah 
satu daerah yang baru terbentuk, pemerintah provinsi sangat giat 
                                                          
6   https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_sulawesibarat, diakses pada tanggal 2 februari 
2017, pukul 18.47. 
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melakukan pembangunan termasuk pemerintah kabupaten/kota. Mamuju 
sebagai ibukota provinsi merupakan daerah yang masih sangat perlu 
pembangunan mengingat fungsi dari Ibukota provinsi yaitu pusat 
administrasi dan pemerintahan provinsi. 
Kabupaten Mamuju termasuk daerah yang potensial namun masih 
baru sehingga dapat ditemukan berbagai permasalahan yang penting 
untuk diperbaiki termasuk dalam hal pembangunannya. Selain itu Dalam 
menyelenggarakan pemerintahan umum, Kabupaten Mamuju sementara 
giat mengefektifkan kegiatan koordinasi mulai dari Muspida, anggota 
DPRD, instansi hingga Kepala Desa baik secara formal maupun informal 
melalui berbagai rangkaian kegiatan. Langkah lain yang dilaksanakan 
untuk memantapkan pelaksanaan pembangunan dengan pembinaan tertib 
pemerintahan. Selama tahun 2015 jumlah Perda yang diterbitkan Pemkab 
Mamuju adalah 17 Perda dan terakhir bertambah satu dengan 
disahkannya Perda tentang RPJM Daerah Kabupaten Mamuju Periode 
2016-2020.7 Dari data tersebut dan berdasarkan jenis Peraturan daerah 
yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten Mamuju, penulis 
tidak menemukan Perda terkait dengan RPJPD dan RTRW padahal 
dalam Permendagri nomor 54 tahun 2010 yang telah penulis sebutkan di 
atas telah jelas mengatur mengenai syarat penyusunan RPJM Daerah 
yang harus berpedoman pada Perda RPJPD dan Perda RTRW 
Kabupaten, selain itu konsistensi perencanaan pembangunan antara 
                                                          
7  Katalog BPS: 1101001.7604, Mamuju Dalam Angka Infigures 2015, Badan Pusat 
Statistika Kabupaten Mamuju, Hlm. 41-42. 
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RPJMD Provinsi dengan RPJMD Kabupaten Mamuju masih perlu untuk 
dikaji lebih lanjut demi mengukur keselarasan materi muatan serta skala 
prioritas bidang pembangunan.  
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka menjadi alasan penulis 
memilih judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Perencanaan 
Pembangunan Daerah Sebagai Pedoman Dalam Penyelenggaraan 
Pembangunan Daerah di Kabupaten Mamuju”. 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
54 Tahun 2010 terhadap Pembentukan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju? 
2. Bagaimana Implikasi Pelaksanaan Pembentukan Perencanaan 
Pembangunan Daerah yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010? 
C. Tujuan 
1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 54 Tahun 2010 terhadap Pembentukan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju. 
2. Untuk Mengetahui Implikasi Pelaksanaan Pembentukan 
Perencanaan Pembangunan Daerah yang tidak sesuai dengan 





D. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini dibedakan dalam manfaat 
teoritis dan manfaat praktis yaitu:  
1. Manfaat Teoritis: 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis 
sebagai berikut:  
a. Memberikan manfaat akademis dalam bentuk sumbangsi 
pemikiran untuk perkembangan ilmu hukum ketatanegaraan 
pada umumnya dan untuk bidang penyusunan perencanaan 
pembangunan di daerah pada khususnya demi terwujudnya 
pola pembangunan yang sistematis, konsisten, berkelanjutan, 
dan terarah guna mencapai tujuan bernegara. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan bagi 
peneliti berikutnya.  
2. Manfaat Praktis 
a. sebagai bahan masukan dan sumbangsisaran yang 
diharapkan bermanfaat bagi pemerintah daerah khususnya 
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam 
menangani masalahpenyusunan perencanaan pembangunan 
daerah.  
b. Bagi penulis agar dapat mengetahui dan memahami secara 







A. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan 
tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-
rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan 
tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan 
masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.8Sistem ini adalah pengganti dari 
Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan mulai berlaku sejak tahun 
2005.9 
Definisi Perencanaan (menurut Beberapa Ahli): 
a. Waterson pada Development Planning, seperti yang dikutip oleh 
Coralie Bryant dan Louise G. White mengungkapkan 
Perencanaan adalah konsep yang licin, sulit dipegang, lebih 
banyak digembar-gemborkan dari pada dipraktekan, lebih sering 
didiskusikan ketimbang didefinisikan.10 
                                                          
8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional 
9    http//:solopos.com/era.demokrasi.tanpa.gbhn, diakses pada tanggal 29 Januari 2017, 
Pukul 12.32 wita 
10  Coralie Bryant dan Louise G. White, Manajemen Pembangunan, LP3ES, Jakarta, 
1987, Hlm. 305-306 
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b. Menurut Russell Ackoff Jika dikontraskan dengan pemecahan 
masalah, perencanaan seharusnya tak lain adalah penanganan 
suatu sistem masalah secara holistik.11 
c. Robert Chambers seperti dikutip oleh Coralie Bryant dan Louise 
G. White mengemukakan bahwa Perencanaan sebagai suatu 
proses belajar yang berlangsung melalui ‘pencangkokan dan 
modifikasi prosedur secara diam-diam’ dan bukan melalui 
rencana-rencana formal. Rencana formal kadang-kadang dapat 
sia-sia. Yang lebih bermanfaat, kata Chambers, ialah penajaman 
sasaran dan pelaksanaan proyek-proyek yang telah ada, 
penghimpunan pengalaman pelaksanaan yang dapat 
memberikan umpan balik pada penyusunan usulan di waktu 
kemudian, perbaikan proses anggaran dan alokasi, serta 
pengorganisasian prosedur penyelidikan dan penelitian serta 
pengembangan pedesaan.12 
d. Menurut Friedmann Perencanaan tidak semata-mata merupakan 
persoalan instrumentasi sasaran-sasaran secara efisien; ia 
adalah juga suatu proses yang mungkin mengatur masyarakat 
menemukan masa depannya.13 
e. Prof. Drs. Robinson Tarigan, M.R.P mengemukakan bahwa 
Perencanaan dapat berarti mengetahui dan menganalisis kondisi 
saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor 
                                                          
11  Ibid, Hlm. 307 
12  Ibid, Hlm. 312 
13  Ibid. 
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noncontrollable yang relevan, memperkirakan faktor-faktor 
pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan 
dapat dicapai, serta mencari langkah-langkah untuk mencapai 
tujuan tersebut.14 
f. Arthur W. Lewis (1965) seperi di kutip oleh Sjafrizal 
mendefinisikan Perencanaan pembangunan sebagai suatu 
kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk 
merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan 
sumberdaya yang tersedia secara lebih produktif.15 
g. Healey (1997) menegaskan bahwa sistem perencanaan dapat 
didefinisikan sebagai sistem hukum dan prosedur yang 
menetapkan aturan dasar praktik perencanaan.16 
Elemen Perencanaan yaitu: 
1. Perencanaan berhubungan dengan masa yang akan datang, 
implikasi: perencanaan sangat berkaitan dengan: 
proyeksi/prediksi, penjadwalan kegiatan, monitoring dan 
evaluasi.  
2. Merencanakan berarti memilih: memilih berbagai alternatif 
tujuan  agar tercapai kondisi yang lebih baik, dan memilih 
                                                          
14   Robinson Tarigan, Perencanaan Pembangunan Wilayah, Bumi Aksara, Jakarta, 
2005, Hlm. 3 
15  Sjafrizal, Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah, Rajawali 
Pers, Jakarta, 2015, Hlm. 24-25 
16  Healay dalam Mirwansyah Prawiranegara, Pemahaman Dasar Tentang Hukum dan 
Administrasi Perencanaan Wilayah dan Kota, Modul elektronik, www.pustaka.ut.ic, 
diakses pada tanggal 7 Maret 2017, pukul 10.54 wita. 
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cara/kegiatan untuk mencapai tujuan/sasaran dari kegiatan 
tersebut.     
3. Perencanaan sebagai alat untuk mengalokasikan SDA, SDM, 
Modal: Sumber daya terbatas sehingga perlu dilakukan 
pengalokasian sumber daya sebaik mungkin, dan Konsekuensi: 
pengumpulan dan analisis data dan informasi mengenai 
ketersediaan sumber daya yang ada menjadi sangat penting. 
Perencanaaan bukan merupakan aktivitas individual, orientasi masa 
kini, rutinitas, trial and error, utopis dan terbatas pada pembuatan 
rencana. Tapi merupakan bersifat publik, berorientasi masa depan, 
strategis, deliberate, dan terhubung pada tindakan.  Perencanaan 
diperlukan karena alasan: 
1. Adanya kegagalan pasar. Perencanaan muncul disebabkan oleh 
ketidakmampuan mekanisme harga dalam meningkatkan 
pertumbuhan, efisiensi dan keadilan. Semakin sulit atau semakin 
banyak masalah yang menghambat pembangunan, semakin 
diperlukan adanya kebijakan yang mengarah pada intervensi 
pemerintah, dan semakin besar kebutuhan akan perencanaan.   
2. Isu mobilisasi dan alokasi sumber daya.  Dengan keterbatasan 
sumber daya, maka SD (tenaga kerja, SDA, kapital) sebaiknya 
tidak digunakan untuk kegiatan yang tidak produktif atau bersifat 
16 
 
coba-coba. Proyek/investasi harus ditentukan secara cermat, 
dikaitkan dengan tujuan perencanaan secara keseluruhan.  
3. Dampak psikologis dan dampak terhadap sikap/pendirian. 
Pernyataan tentang tujuan pembangunan ekonomi dan sosial 
seringkali mempunyai dampak psikologis dan penerimaan yang 
berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok 
masyarakat yang lain. Dengan memperoleh dukungan dari 
berbagai kelompok masyarakat, dari kelompok/kelas/ suku 
bangsa/agama yang berbeda, diharapkan tujuan pembangunan 
lebih mudah tercapai. 
4. Bantuan luar negeri. Bantuan dari negara donor akan berpeluang 
lebih besar, jika disertai dengan rencana kegiatan yang rasional, 
dan dapat meyakinkan  bahwa dana yang diterima akan 
digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat. Ada beberapa 
persyaratan yang diajukan oleh negara donor yang berkaitan 
dengan isu-isu global. 
5. Fungsi/Manfaat Perencanaan  yaitu sebagai penuntun arah, 
minimalisasi Ketidakpastian, minimalisasi inefisiensi sumber 
daya, dan penetapan Standar dalam Pengawasan Kualitas. 
Adapun syarat perencanaan harus memiliki, mengetahui, dan 
memperhitungkan: 
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.  
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2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang 
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).  
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.  
4. Masalah-masalah yang dihadapi.  
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta 
pengalokasiannya.  
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.  
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.  
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan 
pelaksanaannya.  
Sifat Perencanaan, yaitu: 
a. Dari segi ruang lingkup tujuan dan sasarannya, perencanaan 
dapat bersifat nasional, sektoral dan spasial.  
b. Dari bentuknya perencanaan dapat berupa perencanaan agregatif 
atau komprehensif dan parsial.  
c. Dalam jangkauan dan hierarkinya, ada perencanaan tingkat pusat 
dan tingkat daerah.  
d. Dari jangka waktunya, perencanaan dapat bersifat jangka 
panjang, menengah, atau jangka pendek.  
e. Dilihat dari arus informasi, perencanaan dapat bersifat dari atas ke 




f. Dari segi ketetapan atau keluwesan proyeksi ke depannya, 
perencanaan dapat indikatif atau preskriptif.  
g. Berdasarkan sistem politiknya, perencanaan dapat bersifat 
alokatif, inovatif dan radikal.  
Tiga aspek yang perlu diperhatikan untuk menjaga kualitas produk 
perencanaan:  
a. Pertama, tuntutan untuk semakin melibatkan partisipasi 
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan adanya 
keterbukaan dalam proses pengelolaan pembangunan.  
b. Kedua, perencanaan tahunan dan perencanaan jangka menengah 
perlu terintegrasi dalam perencanaan jangka panjang.  Pentingnya 
perspektif jangka panjang juga ditekankan dengan perlunya 
menampung kecenderungan global jangka panjang dalam 
perencanaan jangka menengah. Pentingnya kecenderungan 
jangka panjang di dunia, khususnya perkembangan ekonomi dan 
teknologi, perlu dikaji implikasinya terhadap pencapaian sasaran 
pembangunan jangka menengah.   
c. Ketiga, perlunya memperhatikan kualitas data dan informasi yang 
akurat dan terkini sebagai basis pengambilan keputusan dan 
penyusunan dokumen perencanaan. 
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Pembentukan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
didasarkan pada beberapa Landasan agar kegiatan pembangunan 
berjalan efektif, efisien, dan bersasaran yaitu: 
1. Landasan Filosofis: 
a. Cita-cita Nasional sebagaimana tercantum dalam 
Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
adalah berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, 
berdaulat, adil, dan makmur; 
b. Tujuan Nasional dengan dibentuknya pemerintahan adalah 
untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah 
darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia; 
c. Tugas Pokok Setelah Kemerdekaan adalah menjaga 
kemerdekaan serta mengisinya dengan pembangunan yang 
berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara 
bertahap dan berkesinambungan; 
d. Agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan 
bersasaran maka diperlukan perencanaan pembanagunan. 
2. Landasan Yuridis berupa Peraturan Perundang-undangan di 
dalam Perencanaan dan Penganggaran: 




b. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);  
c. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah; 
d. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Pusat dan Daerah;  
e. Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-
2025; 
f. Peraturan Presiden No.45 Tahun 2016 Tentang RKP Tahun 
2017 
g. Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2004 tentang Rencana 
Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang direvisi 
menjadi Peraturan Pemerintah No 90 tahun 2010 ;  
h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang 
Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan; 
i. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang 
Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 
j. Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2007 tentang pembagian 
urusan pemerintah antar pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, Kabupaten dan Kota; 
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k. Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah No 8 Tahun 2008 
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 
m. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-
2019. 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah (1) satu 
kesatuan tata cara perencanaan pembangunan; (2) untuk menghasilkan 
rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka 
menengah, dan tahunan; (3) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara 
negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.  
Proses Perencanaan:17 
1. Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah 
menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public 
choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi 
dalam RPJM/D. 
                                                          
17 Op.Cit,Sjafrizal,Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah, 
Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hlm. 24-25. 
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2. Proses Teknokratik: menggunakan metode dan kerangka 
berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara 
fungsional bertugas untuk itu.  
3. Partisipatif: dilaksanakan dengan melibatkan seluruh 
stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. 
4. Proses top-down dan bottom-up dilaksanakan menurut jenjang 
pemerintahan. 
Asas Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:18 
1. Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi 
dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, 
berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga 
keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. 
2. Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, 
terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.  
3. SPPN diselenggarakan berdasarkan asas umum 
penyelenggaraan negara: Asas  kepastian hukum, Asas  tertib 
penyelenggaraan negara, Asas kepentingan umum, Asas 
keterbukaan, Asas  proporsionalitas, Asas  profesionalitas, dan 
Asas akuntabilitas. 
Tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:19 
1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan. 
                                                          
18 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional 
19  Ibid, Pasal 2 
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2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik 
antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah 
maupun antara Pusat dan Daerah. 
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, 
efektif,  berkeadilan, dan berkelanjutan. 
Ruang Lingkup Perencanaan:20 
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-
Nasional) 
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-
Nasional)  
3. Renstra Kementerian/Lembaga (Renstra KL) Peraturan 
Pimpinan KL  
4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Peraturan Presiden  
5. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja KL) Peraturan 
Pimpinan KL  
Dalam penyusunan perencanaan pembangunan baik nasional 
maupun daerah diawali dengan melaksanakan Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang adalah Setiap proses 
penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan 




koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku 
pembangunan, melalui suatu forum yang disebut sebagai Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Jadi Musrenbang 
diartikan pula sebagai:  
a. Forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana 
pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah  
b. Forum pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana 
pembangunan daerah dimulai dari tingkat desa/kelurahan, 
kecamatan, forum SKPD, kabupaten/kota, provinsi, dan regional 
sampai tingkat nasional  
c. Diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Negara dengan 
mengikutsertakan masyarakat.  
Juknis Musrenbang 2007, dibagi ke dalam bagian/tahapan 
penyelenggaraan proses Musrenbang: 
1. Musrenbang Desa/Kelurahan 
2. Musrenbang Kecamatan 
3. Forum SKPD Kabupaten/Kota 
4. Musrenbang Kabupaten/Kota 
5. Pasca Musrenbang Kabupaten Kota 
6. Forum SKPD Provinsi 
7. Rapat Koordinasi Pusat (Rakorpus) 
8. Musrenbang Provinsi. 
9. Pasca Musrenbang Provinsi  
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10. Musrenbang Nasional. 
Pengendalian Pelaksanaan Rencana : 
a. Pimpinan Kementerian/Lembaga/SKPD melakukan 
pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sesuai 
dengan tugas dan kewenangan masing-masing. 
b. Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan merupakan 
tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing 
Kementerian/Lembaga/ SKPD. 
c. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan 
untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan 
yang tertuang dalam rencana dilakukan melalui kegiatan koreksi 
dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut. 
d. Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil 
pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-
masing pimpinan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat 
daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya  
Evaluasi Pelaksanaan Rencana : 
a. Merupakan bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan 
yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data 
dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan 
kinerja pembangunan.  
b. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja 
yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. 
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Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), 
keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak 
(impact).  
c. Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap 
kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah, berkewajiban 
untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang 
merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan 
tanggungjawabnya.  
Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, 
kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah, mengikuti pedoman 
dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman 
metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka 
waktu sebuah rencana.21 
Maksud dan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional Tahun 2005 – 2025, selanjutnya disebut RPJP Nasional, adalah 
dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 20  (dua puluh) 
tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, ditetapkan 
dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh 
komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam 
mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan 
                                                          
21http://perencanaan.ipdn.ac.id/kajianperencanaan/kajianperencanaan/sistemperencanaa
npembangunannasionalsppn, diakses pada tanggal 2 februari, Pukul 19.45 wita. 
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arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya 
yang dilakukan oleh pelaku pembangunanbersifat sinergis, koordinatif. 
Untuk melaksanakan dan mencapai satu tujuan dan satu cita-cita 
tersebut diperlukan suatu rencana yang dapat merumuskan secara lebih 
konkrit mengenai pencapaian dari tujuan bernegara tersebut. Tujuan dari 
bernegara sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 
memajukan kesejateraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan 
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial. 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai 
tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, 
dalam 20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi bangsa 
Indonesia untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, 
antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya 
manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga bangsa 
Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang 




Oleh karenanya rencana pembangunan jangka panjang nasional 
yang dituangkan dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional 
adalah produk dari semua elemen bangsa, masyarakat, pemerintah, 
lembaga- lembaga negara, organisasi kemasyarakatan dan organisasi 
politik.RPJP Daerah harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional 
sesuai karakteristik dan potensi daerah.Selanjutnya RPJP Daerah 
dijabarkan lebih lanjut dalam RPJM Daerah.Arah, tahapan, dan prioritas 
Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025. 
Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025 
adalahmewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai 
landasan bagi tahappembangunan berikutnya menuju masyarakat adil 
dan makmur dalam NegaraKesatuan Republik Indonesia berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945.Sebagai ukuran tercapainya Indonesia yang maju, mandiri, dan adil, 
pembangunan nasional dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada 
pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut. 
1. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, 
bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab ditandai oleh hal-hal 
berikut: 
a. Terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, 
berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah 
Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia 
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dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan 
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, 
bertoleran, bergotongroyong, berjiwa patriotik, berkembang 
dinamis, dan berorientasi iptek. 
b. Makin mantapnya budaya bangsa yang tercermin dalam 
meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat manusia 
Indonesia, dan menguatnya jati diri dan kepribadian bangsa. 
2. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai 
masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera ditunjukkan oleh 
hal-hal berikut: 
a. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas    dan 
berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada 
tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan 
negara-negara berpenghasilan menengah, dengan tingkat 
pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan 
jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen. 
b. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk 
peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum 
peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia 
ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan 
manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), 
serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang. 
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3. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan 
keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Sektor 
pertanian, dalam arti luas, dan pertambangan menjadi basis 
aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga 
menghasilkan komoditi berkualitas. 
Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025, mewujudkan 
masyarakat yang berahklak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan 
beradab. Terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, 
dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan 
masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Di 
samping itu, kesadaran akan budaya memberikan arah bagi perwujudan 
identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan 
menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal 
akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan 
dengan nilai-nilai kebangsaan. 
Mewujudkan Indonesia menjadi Negara kepulauan yang mandiri, 
maju, kuat dan berbasiskan Kepentingan Nasional. Pembangunan 
kelautan pada masa yang akan datang diarahkan pada pola 
pembangunan berkelanjutan berdasarkan pengelolaan sumber daya laut 
berbasiskan ekosistem, yang meliputi aspek-aspek sumber daya manusia 
dan kelembagaan, politik, ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, 
pertahanan keamanan, dan teknologi.  
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B. Jenis-jenis Rencana Pembangunan 
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (disingkat RPJP 
Nasional), adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk 
periode 20 (dua puluh) tahun. RPJP Nasional untuk tahun 2005 sampai 
dengan 2025 diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. 
Pelaksanaan RPJP Nasional 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap 
perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan 
pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan. 
Selain itu penulis juga memaknai Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang (RPJP) Nasional sebagai dokumen perencanaan pembangunan 
nasional yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan 
Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi, 
dan arah pembangunan nasional untuk masa 20 tahun ke depan yang 







2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya 
disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) 
tahun.22 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, (disingkat 
RPJM Nasional), adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) 
tahun yang terdiri dari: 
1. RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, 
2. RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, 
3. RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, 
4. RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024. 
RPJM tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja 
Pemerintah (RKP) setiap tahunnya. 
3. Rencana Kerja Pemerintah 
Rencana Kerja Pemerintah (disingkat RKP) adalah rencana 
pembangunan tahunan nasional, yang memuat prioritas pembangunan 
nasional, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran 
perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta 
program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga kewilayahan 
                                                          




dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. 
RKP merupakan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN). 
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (disingkat RPJP 
Daerah) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 
periode 20 (dua puluh). RPJP Nasional untuk tahun 2005 sampai dengan 
2025 diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJP Daerah 
yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
disusun mengacu kepada RPJP Nasional. 
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, (disingkat RPJM 
Daerah) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 
perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan 
program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta 
memerhatikan RPJM Nasional. 
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada 
RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas 
pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang 
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dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan 
mendorong partisipasi masyarakat.23 
C. Perencanaan Pembangunan Daerah 
Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan pembangunan nasional yang disebut Perencanaan adalah 
suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui 
urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 
Sementara pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang 
dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik 
dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, 
aksesterhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun 
peningkatan indeks pembangunan manusia. 
Dengan demikian perencanaan pembangunan daerah adalah suatu 
proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai 
unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan 
pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam 
jangka waktu tertentu. 
                                                          
23  Ibid, Pasal 5 ayat (3) 
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Secara formil definisi terkait perencanaan pembangunan Daerah 
juga disebutkan dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010, pada Pasal 1 
ketentuan umum:24 
7. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang 
dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, 
baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan 
berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya 
saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.  
8. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses 
penyusunan tahapantahapan kegiatan yang melibatkan berbagai 
unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan 
dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan 
wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.  
9. Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 
periode 20 (dua puluh) tahun.  
10. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan 
daerah untuk periode 5 (lima) tahun.  
11. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat 
RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 
(satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan 
tahunan daerah. 
Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, 
responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan 
berkelanjutan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) yang dilaksanakan untuk 20 tahun, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dilaksanakan 
selama 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk 
periode satu tahun. 
                                                          
24  Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan peraturan 
pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, 
pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan 
pembangunan daerah memiliki 4 (empat) prinsip utama yaitu:25 
1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan 
dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. 
2. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah 
daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran 
dan kewenangan masing-masing. 
3. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana 
tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. 
4. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan 
kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai 
dinamika perkembangan daerah dan nasional. 
Sementara perencanaan pembangunan daerah dapat digunakan 
dengan memakai pendekatan:26 
1. Teknokratis, menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah 
untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. 
                                                          
25  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 
perencanaan pembangunan daerah, Pasal 2 
26 Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah, Drs. H. Dadang Solihin MA 
dalam Lokakarya Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, November 2008 
dalam Ogie Nugroho, “Sekilas tentang Perencanaan Pembangunan Daerah”, Jurnal 
Online, Bappeda Pandegelang, Juni 2013, diakses 2 Februari 2017, Pukul 22.21 wita. 
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2. Partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku 
kepentingan (stakeholders). 
3. Politis, bahwa program-program pembangunan yang ditawarkan 
masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah 
terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJM 
Daerah. 
4. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas 
(bottom-up) dan atas-bawah (top-down), hasilnya diselaraskan 
melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari 
desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan 
nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian 
sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana 
pembangunan daerah. 
D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
1. Definisi RPJM Daerah 
RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan 
program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada 
RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah 
kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, 
kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, 
lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan 
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disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan 
kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.27 
Pertimbangan dimensi ruang dan daerah dalam administrasi 
pembangunan memiliki cara pandang atau pendekatan. Pertama, 
cara pandang perencanaan pembangunan bagi suatu kota, daerah, 
ataupun wilayah, dimana masing-masing sebagai suatu wujud 
(entity) bebas yang pengembangannya tidak terikat dengan lainnya. 
Ke dua, cara pandang bahwa pembangunan di daerah merupakan 
bagian dari pembangunan nasional. Ketiga, cara pandang bahwa 
perencanaan pembangunan daerah adalah instrumen bagi 
penentuan alokasi sumber daya pembangunan dan lokasi kegiatan 
di daerah yang telah direncanakan secara terpusat yang berguna 
untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi antar daerah. 
Administrasi pembangunan, dalam kaitannya dengan dimensi 
ruang dan daerah harus dapat mencari jawaban tentang bagaimana 
pembangunan dapat tetap menjaga kesatuan dan persatuan, tetapi 
dengan memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang cukup 
pada daerah dan masyarakatnya.28 
Masa Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah dilaksanakan setelah 3 (tiga) bulan kepala daerah dalam hal 
ini Gubernur, Bupati maupun Walikota dilantik, hal tersebut berdasar 
                                                          
27  Op.Cit, UU SPPN Pasal 5 ayat (2)  
28 Op.Cit,Mirwansyah Prawiranegara, Pemahaman Dasar Tentang Hukum dan 
Administrasi Perencanaan Wilayah dan Kota, Hlm. 1.7 
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pada Undang-undang 25 tahun 2004 tentang SPPN yaitu pada pasal 
19 ayat (3): 
“RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah 
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik”29 
 
2. Tata Cara Penyusunan RPJM Daerah30 
Tahapan persiapan penyusunan RPJM Daerah dilakukan 
untuk menyiapkan keseluruhan kegiatan penyusunan RPJM 
Daerah provinsi dan kabupaten/kota, hal tersebut diatur dalam 
Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentangSPPN pada Pasal 
9 ayat (2): 
“Penyusunan RPJM Nasional/Daerah dan RKP/RKPD 
dilakukan melalui urutan kegiatan:  
a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;  
b. penyiapan rancangan rencana kerja;   
c. musyawarah perencanaan pembangunan; dan  
d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.”31 
Kemudian secara rinci diatur dalam lampiran III Undang-
undang tersebut.32 
Selain itu dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2004 
tentang SPPN juga mengamantkan kepada pemerintah daerah 
                                                          
29  Undang-undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
30 Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara 
Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
Daerah 
31  Op.Cit,Undang-undang nomor 25 tahun 2004 
32  Loc.Cit,lihat lampiran III Permendagri nomor 54 tahun 2010 
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masing-masing untuk menyusun pedoman penyusunan RPJM 
Daerah tepatnya pada Pasal 27 ayat (2): 
“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan 
RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra-SKPD, RKPD, Renja-
SKPD dan pelaksanaan Musrenbang Daerah diatur dengan 
Peraturan Daerah” 
 
E. Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia 
Dalam sistem norma hukum di Indonesia, norma-norma hukum 
yangberlaku berada dalam sistem yang berlapis-lapis dan berjenjang-
jenjang, sekaligus-kelompok, dimana suatu norma itu selalu berlaku, 
bersumber serta berdasar pada norma yang lebih tinggi, dan norma yang 
lebih tinggi berlaku bersumber serta juga berdasar pada norma yang lebih 
tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara 
(Staatsfundamentalnorm).33 
Teori hukum yang berlapis tersebut menurut Prof. Dr. Achmad 
Ruslan, dalam bukunya menjelaskan bahwa salah satu eksponen genre of 
legal positivism yaitu Hans Kelsen yang mengonstruksikan suatu model 
mengenai stufenbau des recht atau the hierarcy of norms yang kemudian 
dijadikan referensi teoritis oleh banyak negara dalam konstruksi tata 
urutan peraturan perundang-undangannya.34 Teori stufen des recht atau 
the hierarchy of norms yang diintrodusir Hans Kelsen dapat dimaknai: 1) 
                                                          
33   Hans Kelsen dalam Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan 
Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 21-22 
34 Achmad Ruslan, Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan di Indonesia, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, hlm. 47 
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peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus bersumber atau 
miliki dasar hukum atau validitas dari suatu peraturan perundang-
undangan lebih tinggi; 2) isi atau materi muatan peraturan perundang-
undangan lebih rendah tidak boleh menyimpangi atau bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.35 
Norma hukum memainkan peranan dalam hubungan kehidupan 
kenegaraan maupun bermasyarakat, seperti Undang-Undang Dasar 
Tahun 1945 (UUD 1945) menjadi dasar hukum tertulis untuk mengatur 
segala aspek kehidupan bernegara yang akan lebih lanjut di atur dalam 
peraturan perundang-undangan lain yang berada di bawah UUD Tahun 
1945. Artinya peraturan perundang-undangan yang berada di bawah UUD 
Tahun 1945 harus bersumber dan berdasar pada UUD Tahun 1945 baik 
dari aspek prosedurnya maupun dalam hal materi muatan yang tidak 
dapat bertentangan dengan materi muatan UUD Tahun 1945. 
Adapun kelompok hierarki norma hukum di Indonesia:36 
1. Staatsfundamentalnorm: Pancasila (Pembukaan UUD 1945)  
2. Staatgrundgesetz: Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (Ketetapan MPR), dan Konvensi 
Ketatanegaraan.  
3. Foemell Gesetz: Undang-Undang  
4. Verordnung & Autonome: Peraturan Pelaksana dan Peraturaturan 
Otonom 
                                                          
35   Bagir manan dalam Achmad Ruslan, Ibid., hlm. 49. 
36 Jimly Asshiddiqie, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekertariat Jendral dan 
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 171 
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Sejarah hierarki peraturan perundang-undangan dimulai dan 
dilatarbelakangi oleh Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang 
Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik 
Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik 
Indonesia, sebagai berikut:37 
1. Undang Undang Dasar 1945 
2. Ketetapan MPR 
3. Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 
Undang  
4. Peraturan Pemerintah 
5. Keputusan Presiden Peraturan pelaksana lainnya yang meliputi: 
- Peraturan Menteri; 
- Instruksi Menteri; 
- Dan lain-lain. 
Setelah reformasi, berdasarkan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 
tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan 
jenis peraturan perundang-undangan adalah: 
1. Undang-Undang Dasar 1945 
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia 
(Ketetapan MPR) 
3. Undang-undang  
                                                          
37  Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 Tentang Memorandum DPR-GR Mengenai 
Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-
undangan Republik Indonesia jo Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 Tentang 
Peninjauan Produk-Produk yang Berupa Ketetapan-Ketetapan Majelis 
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4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)  
5. Peraturan Pemerintah  
6. Keputusan Presiden 
7. Peraturan Daerah 
Penyebutan jenis peraturan perundang-undangan di atas sekaligus 
merupakan hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan pada 
saat itu. Artinya, suatu peraturan perundang-undangan selalu berlaku, 
bersumber dan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi dan norma yang lebih tinggi berlaku, peraturan di bawahnya 
bersumber dan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi lagi, dan seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan 
yang paling tinggi tingkatannya. Konsekuensinya, setiap peraturan 
perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 
Pembentukan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya 
berlaku adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian diubah 
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Undang-undang ini 
merupakan aturan formal yang secara garis besar memuat tiga bagian 
besar yaitu Tata Urutan Perundang-undangan dan Materi Muatan 
Perundangan, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Teknis 
Perundang-undangan. UU Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan tentang 
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jenis hierarki peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1) dan 
(2), sebagai berikut: 
a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang; 
d. Peraturan Pemerintah; 
e. Peraturan Presiden; 
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa kekuatan mengikat dari 
masing-masing peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat 
hierarkis.38 
Selain peraturan perundang-undangan sebagaimana telah 
disebutkan di atas, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini juga 
mengatur bahwa peraturan perundang-undangan mencakup peraturan 
yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, 
Mahkamah Konsitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank 
Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau komsisi yang setingkat yang 
dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-
undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan 
Rakyat Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang 
setingkat. Peraturan perundang-undangan ini diakui sepanjang 
                                                          
38 Bunyi Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 
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keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 
diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau 
dibentuk berdasarkan kewenangan.39 
Keberadaan berbagai jenis peraturan perundang-undangan di 
Negara Republik Indonesia dalam suatu tata susunan yang heirarkis, 
mengakibatkan pula adanya perbedaan dalam hal fungsi maupun materi 
muatan berbagai jenis peraturan perundang-undangan tersebut. 
Berdasarkan hal tersebut maka fungsi masing-masing jenis peraturan 
perundang-undangan haruslah sesuai dengan hierarkinya. Misalnya, 
fungsi undang-undang dan Perpu adalah menyelenggarakan pengaturan 
lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 
1945 yang tegas menyebutnya.40 Hal tersebut haruslah diterapkan secara 
konsekuen di tiap peraturan perundang-undangan yang ada, baik UU 
yang kemudian diajabarkan dalam Peraturan Pemerintah sebagai aturan 
pelaksanaan, termasuk aturan yang lebih tinggi dengan materi muatan 
yang mendelgasikan untuk dibentuk aturan pelaksanaannya yang lebih 
rendah, maupun aturan yang dibentuk sebagai pedoman dalam menyusun 
aturan setingkat atau di bawahnya. 
Konsistensi serta harmonisasi dari semua produk hukum yang ada di 
Indonesia dijaga melalui beberapa mekanisme, baik dari proses 
pembentukannya sampai produk hukum tersebut telah ditetapkan. Kontrol 
                                                          
39   Op.Cit, Achmad Ruslan, Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan di Indonesia, hlm. 55 
40  Ibid., Hlm. 56 
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norma dimaksudkan agar tidak timbul pertentangan antara norma baik 
yang bersifat horizontal apalagi yang sifatnya vertical. Ada tiga 
mekanisme yang dapat ditempuh untuk menjamin konsistensi dari suatu 



















                                                          






A. Lokasi Penelitian 
Dalam melakukan penelitian penulis memilih lokasi penelitian di 
Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dimana RPJMD Kabupaten 
Mamuju yang dijadikan bahan penelitian, dan juga lokasi penelitian di 
beberapa perpustakaaan terlebih Perpustakaan di Universitas 
Hasanuddin dan, termasuk Taman Baca Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin serta di rumah tempat penulis berdomisili. 
B. Tipe Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang 
didasarkan pada penelitian kepustakaan dengan menggunakan 
pendekatan terhadap masalah-masalah yang diteliti dengan cara 
meninjau dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku di 
Indonesia dan menggunakan bahan hukum lainnya.42 
Penelitian ini menganalisis pembentukan Perencanaan 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 
Mamuju.  
C. Pendekatan Penelitian 
Penelitian hukum ini dilakukan melalui beberapa pendekatan. 
Pendekata-pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-
                                                          
42  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 
2011, Hlm. 93. Lihat juga dalam Abdulkhadir Muhammad, Hukum dan Penelitian 
Hukum, Cet. 1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, Hlm. 52. 
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undangan (statute approach), dan pendekatan komparatif (comparative 
approach). 
 Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute 
approach) dalam penelitian ini yaitu, Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 
17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional, Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, dan peraturan-peraturan 
lainnya yang terkait dengan sistem perencanaan pembangunan serta 
peraturan-praturan yang terkait pembentukan dan evaluasi 
pelaksanaan perancanaan pembangunan daerah. Hal ini dimaksudkan 
untuk meneliti sistematika atau pedoman Pemerintah Daerah 
Kabupaten Mamuju dalam menyusun perencanaan pembangunan 
daerah khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 
Penulis juga mengunakan pendekatan komparatif (comparative 
approach) yaitu, pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan 
beberapa produk perencanaan daerah dalam hal ini RPJM Daerah 
Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dengan Perencanaan 
Daerah Provinsi Sulawei Barat. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh 
persamaan dan perbedaan fokus perencanaan pembangunan dan 




D. Sumber Penelitian 
Untuk memecahakan isu hukum dan sekaligus memberikan 
preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber 
penelitian. Adapun sumber penelitian berupa bahan hukum yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah:43 
1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat 
autoritatif artinya mempunyai otoritas atau mengikat. Yang terdiri 
atas: 
a. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);  
b. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah; 
c. Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-
2025; 
d. Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah No 8 Tahun 2008 
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 
                                                          
43  ibid., Hlm. 141. 
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f. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Kabupaten Mamuju tahun 2016-2021 
g. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi 
Barat tahun 2012-2016 
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 
penejelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri atas 
literatur-literatur dan makalah-makalah, karya-karya ilmiah, serta 
artikel-artikel yang berkaitan dengan objek penelitian. 
E. Analisis Bahan 
Keseluruhan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan 
diinventarisasi tersebut kemudian akan diolah dan dianalisis secara 
mendalam sehingga diperoleh ratio logis mengenai persoalan hukum 
yang diteliti. Bahan hukum primer maupun sekunder yang telah 
diharmonisasi secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut 
berdasarkan teori-teori hukum yang ada sehingga diperoleh rumusan 
ilmiah untuk menjawab persoalan hukum yang dibahas dalam 










A. Pembentukan Perencanaan Daerah Kabupaten Mamuju 
Pelaksanaan Permendagri 54 tahun 2010 merupakan hal yang wajib 
bagi tiap-tiap daerah sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan di 
daerahnya masing-masing. Menurut penulis pedoman tersebut bersifat 
delegasi dari pola penyusunan perencanaan pembangunan secara 
nasional merujuk pada UU tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional dimana diatur mengenai tata urutan dalam penyusunan 
perencanaan pembangunan agar tercipta harmoniasasi dan konsistensi 
pembangunan. Pembangunan yang terarah mulai dari pusat hingga ke 
daerah tentu akan memudahkan negara Indonesia dalam mencapai 
tujuannya khusus tujuan jangka panjang yang dituangkan dalam UU 
tentang RPJPN. Keseluruhan dokumen perencanaan harus dijadikan 
rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan turunannya dimana 
RPJPN sebagai tujuan utama dalam kurun waktu 25 tahunan 
dilaksanakan secara komperhensif oleh segenap elemen pemerintahan di 
Indonesia baik pusat maupun di daerah. 
Konsistensi pembangunan sebagaimana yang diatur dalam UU 
tentang SPPN serta UU tentang RPJPN sebagai rencana strategis dan 
arah pembangunan disusun berdasarkan isu strategis, rencana turunan 
jangka menengah nasional yang kemudian harus berpedoman pada 
dokumen perencanaan yang termaktub dalam RPJPN, begitupun 
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perencanaan di tingkat provinsi juga tingkat kabupaten/kota. Perencanaan 
yang disusun oleh pemerintah daerah kabupaten Mamuju disusun dengan 
memerhatikan isu strategis sebagaimana yang diatur oleh perencanaan di 
atasnya, dalam hal ini RPJMN serta RPJPD dan RPJMD provinsi 
Sulawesi Barat. 
Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa 
dalam penentuan isu strategis kabupaten Mamuju didahului dengan 
meninjau kembali terhadap kebijakan pembangunan nasional dan agenda 
pembangunan internasional yang relevan dalam memberi arah bagi 
pembangunan Kabupaten Mamuju. Hasil tinjauan kemudian digunakan 
untuk melengkapi rancangan isu strategis yang diperoleh dari kajian 
terhadap kondisi Kabupaten Mamuju. Berdasarkan kajian terhadap Perda 
nomor 5 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Mamuju yang 
dikomparasikan dengan dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJMN 
2015-2019 serta RPJPD dan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat maka dapat 
dirangkum dalam uraian berikut: 
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019  
Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebagai pedoman 
pembangunan negara dalam kurun waktu tersebut. RPJMN 
merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden yang 
penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025. Dengan mempertimbangkan 
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masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan 
capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional 
untuk tahun 2015 - 2019 yaitu “Terwujudnya Indonesia Yang 
Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong 
Royong”. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam 7 Misi pembangunan 
yaitu :  
1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga 
kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi 
dengan mengamankan sumber daya maritim, dan 
mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara 
kepulauan.  
2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan 
demokratis berlandaskan negara hukum. 
3) Mewujudkan politik luar negeri bebas - aktif dan 
memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 
4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang 
tinggi, maju, dan sejahtera.  
5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.  
6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang 
mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan 
nasional. 




Pada sembilan agenda nawacita terdapat substansi inti. 
Substansi inti ini dijadikan target bersama yang ingin diwujudkan oleh 
seluruh daerah, tidak terkecuali oleh Kabupaten Mamuju, sebagai 
bentuk kontribusi dalam mewujudkan Visi Indonesia 2019. 
2. Kebijakan RPJPD dan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 
Dalam rangka menjamin sinergi pelaksanaan pembangunan 
antar kabupaten dan provinsi perencanaan pembangunan Kabupaten 
Mamuju wajib memperhatikan dan mendasari kebijakan 
pembangunan Provinsi Sulawesi Barat melalui dokumen RPJPD 
Provinsi, RPJMD Provinsi dan dokumen rencana pembangunan terkait 
lainnya. 
Kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Barat menitik 
beratkan pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang 
berkualitas dan kesejahteraan rakyat. Dengan memperhatikanarah 
kebijakan dan strategi pembangunan dalam RPJMN, RPJPD dan 
RTRW maka arah kebijakan umum pembangunan Provinsi Sulawesi 
Barat periodetahun 2012 – 2016 adalah sebagai berikut:  
1) Arah kebijakan umum untuk meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia aparatur yang tercermin dalam 
pelayanan yang semakin profesional dan cerdas serta 
efesien dan efektif sehingga tingkat layanan kepada 
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masyarakat semakin memuaskan, serta penegakan 
hukum yang tidak diskriminatif.  
2) Arah kebijakan umum untuk meningkatkan kuantitas dan 
kualitas sarana dan prasana serta pertumbuhan ekonomi 
yang berkualitas yang tercermin dari semakin 
meningkatnyakuantitas dan kualitas infrastruktur, 
meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan 
pendapatan. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan 
ekonomi yang didukung oleh pengurangan kemiskinan, 
pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan 
dengan   beberapa   program   yang menyentuh   
langsung   kepada   masyarakat   seperti perbaikan 
infrastruktur dasar dan pemenuhan kebutuhan pangan.  
3) Arah kebijakan umum untuk perkuatan sumber daya 
manusia dibidang kesehatan ditandai dengan semakin 
meningkatnya angka harapan hidup masyarakat, dan 
semakin berkurangnya angka penduduk miskin serta 
pengangguran.  
4) Arah  kebijakan  umum  untuk  perkuatan  kualitas 
sumberdaya  manusia  di  bidang pendidikan yang 
ditandai dengan semakin tingginya rata - rata lama 
sekolah, pendidikan anak usia dini, pembinaan 
kepemudaan dan keolahragaan, mendorong kesetaraan 
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gender, semakin berkembangnya budaya lokal, 
meningkatnya kebijakan perlindungan anak dan 
perempuan serta penyandang masalah kesejahteraan 
sosial lainnya.  
5) Arah  kebijakan  umum  untuk  penerapan  kebijakan  
yang berpihak  pada pemanfaatan sumber daya alam 
yang berkelanjutan. Hal ini ditandai dengan semakin 
kondusifnya daya dukung lingkungan untuk pelaksanaan 
pembangunan berkelanjutan dan pembangunan yang 
konsisten dengan RTRW Provinsi. 
3. Penetapan Isu Strategis 
Penetapan Isu Strategis rencana jangka menengah kabupaten 
Mamuju dilakukan setelah mengkaji kondisi Kabupaten Mamuju dari 
berbagai aspek pembangunan, kemudian dirumuskan isu tersebut 
sebagai isu strategis pembangunan Kabupaten Mamuju. Penentuan 
isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Kabupaten Mamuju 2016 - 2021 karena dari tahap ini akan diketahui 
apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah 
beserta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun 
ke depan. Input dari tahap ini akan menjadi pertimbangan dalam 
penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. 
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Berdasarkan hasil analisis terhadap hal - hal yang telah 
termaktub dalam perencanaan nasional, arah pembangunan provinsi 
Sulawesi Barat, serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang 
telah ditetapkan, maka Pemerintah daerah kabupaten Mamuju 
mengidentifikasi 7 (Tujuh) isu strategis Kabupaten Mamuju, sebagai 
berikut:44 
1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan;  
2) Kesejahteraan dan Kemiskinan;  
3) Infrastruktur dan Aksesibilitas;  
4) Pendidikan;  
5) Kesehatan;  
6) Pertanian;  
7) Iklim Investasi, Pariwisata, Perdagangan Barang dan 
Jasa; 
Berbagai isu strategis dimaksud merupakan tantangan yang 
perlu diantisipasi juga potensi sumber daya yang perlu dikembangkan 
untuk keberhasilan pencapaian cita - cita pembangunan. 
Untuk lebih jelas mengenai konsistensi dan sinkronisasi 
perencanaan pembangunan antara pembangunan provinsi dengan 
kabupaten dapat disusun dalam bentuk tabel seperti berikut: 
 
                                                          
44 Lampiran Perda Kabupaten Mamuju Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana 




Tabel Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan RPJMD 
Provinsi dan RPJMD Kabupaen 
Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang RPJMD Provinsi 
Sulawesi Barat Periode 2012 – 2016 
“Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi 
Barat adalah TERWUJUDNYA PERCEPATAN 
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN MASYARAKAT 
SULAWESI BARAT PADA TAHUN 2016” 
Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang RPJMD 
Kabupaten Mamuju Periode 2016 – 2021 
“Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten 
Mamuju adalah MEWUJUDKAN MAMUJU YANG 
MAJU, SEJAHTERA, DAN RAMAH” 
Tujuan Sasaran Tujuan Sasaran 
Misi 1 : Meningkatkan Profesionalisme aparatur 
pemerintah daerah 
Misi 1 : Meningkatkan Layanan Masyarakat melalui 
Dukungan Kesehatan Gratis dan Pendidikan Gratis 
Masyarakat; 
Mewujudkan kualitas kinerja 
aparatur yang cerdas dan 
profesional serta pelayanan 
kepada masyarakat yang 












struktur ruang dan 










keuangan darah yang 
akuntabel dan 
transparan. 















2. Meningkatkan peran 
pemuda dan prestasi 
olahraga 
3. Meningkatkan peran 








Pelayanan prima yang 
dapat diakses dengan 
mudah dan cepat oleh 
masyarakat 





  Meningkatkan derajat 
kesehatan 
masyarakat 
1. Meningkatnya Status 
Kesehatan 
Masyarakat. 
2. Meningkatnya akses 










  Meningkatnya 
pelayanan terhadap 
perempuan dan anak 










Misi 2 : Memperluas dan meningkatkan kualitas sarana 
dan prasarana ekonomi 
Misi 2 : Menjaga Kesinambungan dan Percepatan 
Pembangunan Berwawasan Lingkungan; 
Mewujudkan Infrastruktur 































7. Meingkatnya akses 
masyarakat terhadap 
sarana dan prasarana 
dasar. 
8. Meningkatnya volume 
perdagangan 
9. Terselenggaranya 
perhubungan darat dan 
laut 
10. Meningkatnya nilai 
tukar petani 





13. Meningkatnya jumlah 
wisatawan domestik 
Mewujudkan Tata 





pengendalian Tata ruang 
yang konsisten dengan 
indikator tersedianya 
dokumen penataan ruang 
dan rincinya dan 
Meningkatnya Kesesuaian 
pemanfaatan ruang 
terhadap rencana tata 
ruang dan Meningkatnya 




  Meningkatkan 
Ketersediaan Sarana 
dan Prasarana dasar 
Meningkatnya kuantitas 
dan kualitas sarana dan 
prasarana yang layak 
dengan indikator 
menurunnya wilayah yang 
bebas banjir dan 
genangan, Meningkatnya 
aksesibilitas jaringan jalan 
dan jembatan pusat-pusat 
kegiatan, meningkatnya 
Jaringan Irigasi dalam 
kondisi baik dalam rangka 
mendukung ketahanan 
pangan, meningkatnya 
kondisi sarana dan 
prasarana pemukiman 
yang baik dan 
meningkatnya Lingkungan 
pemukiman kumuh yang 
tertangani 
  Meningkatkan sistem 
tranportasi public 
yang  aman, nyaman, 
tertib dan terjangkau 
Meningkatnya sistem 
tranportasi publik yang 
nyaman dan terjangkau 
serta tertanganinya daerah 
rawan kemacetan dan 
kecelakaan lalu lintas 
dengan indikator 
Meningkatnya fasilitas 
sarana dan prasarana 
system angkutan umum 
massal (SAUM) dan 
Meningkatnya daerah 
rawan kemacetan dan 
kecelakaan lalu lintas yang 
tertangani 





bencana yang handal 
Meningkatnya Pengelolaan 
Lingkungan Hidup yang 
berkualitas dengan 
indikator Meningkatnya 
indeks kwalitas lingkungan 
hidup, Meningkatnya, 




Misi 3 : Meningkatkan akses dan kualitas layanan 
kesehatan dan kualitas hidup  
Misi 3 : Mendorong Kemandirian Ekonomi  dengan 
Pertanian sebagai Lokomotif Utama dan 
Pengembangan Usaha serta Industri Rumah tangga 
Mewujudkan akses dan 
kualitas kesehatan dan 
kualitas hidup 
1. Meningkatkan akses dan 
mutu pelayanan kesehatan 
terutama untuk kesehatan 
Ibu dan anak 
2. Menurunnya persentase 
penduduk miskin  










perlindungan anak dan 
perempuan, serta 
penanganan PMKS 







2. Terwujudnya iklim 
usaha yang kondusif 
dan pengembangan 
investasi daera 
  Meningkatkan 
kesejahteraan 
masyarakat 
1. 1. Penanggulangan 
Kemiskinan Daerah 
2. 2. Meningkatnya 
Penyerapan Tenaga Kerja 
  Meningkatkan 
Ketahanan Pangan 











Produksi dan Mutu 
Hasil  Perikanan 
  Mengembangkan 
Usaha dan Industri 
Rumah tangga 
berbasis potensi lokal 
1. Berkembangnya 







Misi 4 : Meningkatkan akses dan kualitas layanan 
Pendidikan 
Misi 4 : Mewujudkan Aparatur Sipil yang 
Kompoten dan bersahaja serta mendorong 
semakin kuatnya penerapan prinsip Good 
Governance dan clean Government 
Mewujudkan kualitas 
pendidikan dan kesehatan 
yang utuh dan terpadu dan 
kualitas SDM yang berdaya 
saing, berakhlak mulia 
dengan memperhatikan 
kesetraan gender dan nilai 
budaya serta kesejahteraan 
rakyat. 
1. Meningkatkan Akses 
dan mutu anak usia dini 
2. Meningkatkatnya akses 
dan mutu pendidikan untuk 
penuntasan wajib belajar 
pendidikan dasar 9 tahun 
dan pencanangan wajib 









6. Meningkatnya peran dan 













Aparatur Sipil Negara 
b. Meningkatnya tata 
kelola pemerintahan 






dan dunia usaha 
  Mewujudkan birokrasi 
yang bersih dan 
bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme 
(Clean Government) 
Meningkatnya 
Transparansi dan  
akuntabilitas kinerja 
birokrasi 
Misi 5 : Penerapan Kebijakan yang berpihak pada 
pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan 
lingkungan hidup yang berkelanjutan 
Misi 5 : Mewujudkan Mamuju sebagai Daerah 
Terbuka, Berbudaya, Aman dan Beriman 
Mewujudkan pemnafaatan 
sumber daya alam dan 
pengelolaan lingkungan 
hidup yang berkelanjutan 

















minyak dan gas 
3. Pengembangan 
kawasan konservasi laut 
dan perairan yang 
berkelanjutan 
4. Berkurangnya luas lahan 
kritis 
5. Penerapan tata ruang 
wilayah yang berkelanjutan 
6. Rendahnya tingkat 
pencemaran dan resiko 
bencana 
7. Meningkatnya 




kawasan konservasi DAS 
Budaya 











  Mewujudkan 
kehidupan beragama 
yang kondusif dan 
religious 
Meningkatnya toleransi 
dan kerukunan antar umat 
beragama dalam 
kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara. 
Keterangan : Warna yang sama dimaksudkan untuk memperjelas sinkronisasi 








B. Analisis Penulis Mengenai Pembentukan Perencanaan Daerah 
Kabupaten Mamuju 
Berdasarkan uraian di atas beserta tabel komparasi antara RPJMD 
Provinsi Sulawesi Barat dan RPJMD Kabupaten Mamuju, dapat 
ditemukan arah pembangunan nasional baik jangka panjang serta jangka 
menengah nasional dalam hal ini RPJMN dengan visi Nawacita telah 
selaras dengan Visi dan misi RPJMD Kabupaten Mamuju dimana terdapat 
konsistensi strategi pembangunan yang jelas antara masing-masing 
dokumen perencanaan. Selain itu sebagai bahan komparasi perencanaan 
pembangunan di daerah, berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa RPJMD provinsi Sulawesi Barat dengan RPJMD 
Kabupaten Mamuju memiliki fokus pembangunan yang selaras. 
Keselarasan tersebut dapat disimpulkan berdasarkan kesesuaian isu 
strategis yang diangkat kemudian dirumuskan dalam bentuk tujuan dan 
sasaran pembangunan.  
Penyelarasan arah pembangunan antara provinsi dan kabupaten 
merupakan hal yang wajib mengingat dalam SPPN yang berlaku di 
Indonesia khususnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah 
dijelaskan sebelumnya dalam tinjauan pustaka mengatur pola dan 
strukutur penyusunan perencanaan pembangunan baik di pusat maupun 
di daerah. Selain itu penyelarasan perencanaan pembangunan antara 
daerah merupakan bagian dari fungsi Pemerintah Daerah Provinsi sesuai 
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dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 91 ayat (4) UU nomor 23 
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.45 Secara khusus, pedoman 
mengenai tata cara penyusunan perencanaan di daerah diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah yang kemudian dilengkapi dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai pelaksanaan dari 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tersebut. Permendagri nomor 
54 tersebut menegaskan mengenai pembentukan RPJMD Kabupaten 
yang harus memperhatikan RPJMD Provinsi46 yang dalam konteks 
pembentukan RPJMD Kabupaten Mamuju telah pula memerhatikan 
RPJMD Provinsi Sulawesi Barat. 
Di lain sisi, berdasarkan analisis terhadap Perda RPJMD Mamuju 
dalam hal ini konsideran, isi perda, dan lampiran dokumen 
perencanaannya, masih terdapat kekurangan dimana pelaksanaan isi 
ketentuan Permendagri 54 tahun 2010 belum sepenuhnya dijadikan 
pedoman. Hal tersebut ditemukan berdasarkan analisis dari konsideran 
yang tidak memasukkan dasar hukum tentang Perda RPJPD Kabupaten 
di bagian mengingatnya, kemudian isi Pasal 5 ayat (1) Perda Nomor 5 
Tahun 2016 tentang RPJMD Mamuju yang menyebutkan secara eksplisit 
bahwa Perda RTRW Kabupaten yang seyogyanya merupakan materi 
acuan pembentukan perencanaan pembangunan belum disahkan 
                                                          
45   Lihat Pasal 91 ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah 
46   Lihat Pasal 54 ayat (2) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. 
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sehingga dalam klausul pasal tersebut hanya menjelaskan bahwa Perda 
RPJMD Mamuju berpedoman pada rancangan RTRW begitupun pada 
lampiran perda RPJMD yang telah disahkan secara eksplisit menyebutkan 
dasar penyusunan dari perda tersebut ialah rancangan RPJPD dan 
rancangan RTRW. Perda RPJPD Kabupaten Mamuju yang seharusnya 
dijadikan pedoman pembentukan perencanaan RPJMD sampai saat ini47 
belum disahkan menjadi Perda. Padahal kedua materi acuan tersebut 
diatur secara jelas dalam Pasal 54 Ayat (2) huruf b Permendagri nomor 54 
tahun 2010. Ketiadaan dasar hukum yang seharusnya dijadikan pedoman 
penyusunan RPJMD Mamuju merupakan hal yang serius apabila dikaitkan 
dengan sistem hierarki hukum dan penyusunan peraturan perundang-
undangan yang ada di Indonesia. Pemerintah daerah kabupaten Mamuju 
bersama DPRD Kabupaten seharusnya mengesahkan rancangan RTRW 
dan RPJPD kabupaten Mamuju menjadi Perda kemudian memperbaiki 
Perda RPJMD dengan memerhatikan ketentuan sesuai pedoman 
pembentukannya. 
C. Implikasi Pelaksanaan Pembentukan Perencanaan Pembangunan 
Daerah yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 54 Tahun 2010 
RPJMD Kabupaten sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian 
pendahuluan dan tinjauan pustaka haruslah berbentuk produk hukum 
daerah yaitu Peraturan Daerah (Perda). Sebagai produk hukum daerah 
                                                          
47  Sampai Tulisan ini selesai disusun. 
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yang substansi/materi muatannya membahas mengenai perencanaan 
pembangunan  tentulah harus tunduk pada ketentuan yang lebih tinggi, 
baik hal tersebut berupa peraturan perundang-undangan yang berada 
diatasnya maupun perencanaan yang juga berada di atasnya demi 
terciptanya kepastian hukum dan kepastian pencapaian tujuan 
pembangunan. 
Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia 
sebagaimana yang termaktub pada Pasal 7 UU nomor 12 tahun 2011 
dapat dipahami bahwa kedudukan peraturan menteri lebih tinggi daripada 
peraturan daerah, begitupun peraturan daerah provinsi lebih tinggi 
dibanding peraturan daerah kabupaten sehingga peraturan daerah 
kabupaten tidak boleh bertentangan atau menyalahi peraturan daerah 
provinsi dan peraturan meneteri. Dalam penilitan ini apabila dikontekskan 
dengan hal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Perda RPJMD 
Kabupaten tidak seharusnya bertentangan dengan Perda RPJMD Provinsi 
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri. 
Pembentukan Perda RPJMD Kabupaten Mamuju merupakan hal 
yang mesti dilakukan mengingat dasar pembangunan daerah di haruslah 
bersumber dari RPJMD tersebut. Selain itu sebagaimana yang telah 
dijelaskan pada bagian pendahuluan bahwa Pemda Kabupaten wajib 
menyusun dan mengesahkan Perda RPJMD paling lambat enam bulan 
setelah terpilih atau semenjak dilantik menjadi kepala daerah, hal tersebut 
dimaksudkan agar anggaran pembangunan dapat terealisasikan melalui 
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APBD Kabupaten Mamuju. Kewajiban penyusunan RPJMD tersebut 
termasuk salah satu alasan pemerintah pusat mengeluarkan aturan 
mengenai tata cara penyusunan perencanaan di daerah sebagai bahan 
acuan Pedoman pembentukan produk daerah dalam hal ini khusus 
mengenai perencanaan pembangunan daerah yang telah diatur dalam 
Permendagri Nomor 54 tahun 2010 sebagai pelaksanaan PP Nomor 8 
tahun 2008. 
Berdasarkan hasil penelitian terhadap perda RPJMD Nomor 5 tahun 
2016 tentang RPJMD Kabupaten Mamuju tahun 2016-2021 ditemukan 
beberapa permasalahan tentang ketidakkonsistenan perda tersebut 
dengan Pedoman penyusunannya yaitu Permendagri nomor 54 tahun 
2010 dimana seharusnya syarat dalam menyusun RPJMD Kabupaten 
mengacu pada Pasal 54 ayat (2) huruf b yaitu berpedoman pada RPJPD 
dan RTRW Kabupaten sedangkan dalam kenyataanya serta sesuai perda 
RPJMD kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju belum memiliki Perda 
RPJPD dan Perda RTRW Kabupaten sebagaimana yang penulis temukan 
dalam klausul pasal Perda nomor 5 tahun 2016 tentang RPJMD 
Kabupaten Mamuju Periode 2016 – 2021 khususnya Pasal 5 ayat (1) 
serta dalam lampiran Perda tersebut khususnya paragraf ke-II yang 
menjelaskan secara eksplisit bahwa Penyusunan perda tersebut 
berpedoman pada rancangan RPJPD dan RPJMD provinsi Sulawesi Barat 
yaitu: 
“........sedangkan Ranperda RPJPD dan Ranperda RTRW kabupaten 
Mamuju tetap dijadikan pedoman Sambil menunggu Ranperda 
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RPJPD dan Ranperda RTRW kabupaten Mamuju ditetapkan mejadi 
Peraturan Daerah RPJPD dan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten 
Mamuju”48 
 
Jika merujuk pada ketentuan perundang-undangan bidang 
penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan produk hukum 
daerah, serta penyusuanan perencanaan nasional serta daerah yang 
berlaku maka dapat disimpulkan bahwa Perda RPJMD tersebut 
berpotensi untuk diujikan karena bentuknya sebagai produk hukum 
daerah (peraturan daerah) dengan substansi materinya memuat tentang 
perencanaan pembangunan daerah dan juga sangat dimungkinkan untuk 
dibatalkan oleh Mahkamah Agung49 mengingat penyusunan Perda Nomor 
5 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Mamuju belum mengikuti 
secara keseluruhan pedoman penyusunan perencanaan daerah 
sebagaimana yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010. 
Selain itu pemerintah provinsi selaku perpanjangan tangan dari 
pemerintah pusat juga dapat melakukan pengawasan dan evaluasi produk 
hukum daerah termasuk Perda RPJMD tersebut sebagaimana yang diatur 
dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada 
Pasal 91 ayat (1) sampai dengan ayat (8).50 Sebelumnya Mendagri juga 
dapat melakukan pembatalan perda secara langsung namun kewenangan 
tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan 
Nomor 137/PUU-XIII/2015. 
                                                          
48   Lihat Lampiran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten 
Mamuju Periode 2016-2021. 
49   Lihat Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 
50   Lihat Pasal 91 ayat (1) sampai dengan ayat (8) UU Nonor 23 Tahun 2014 tentang 





D. Analisis Penulis Tentang Implikasi Pembentukan RPJMD yang 
Tidak Sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 
Konsistensi Perencanaan Pembangunan mulai dari perencanaan 
pusat hingga ke daerah merupakan keniscayaan, selain untuk menjamin 
ketercapaian target pembangunan juga merupakan bagian dari amanah 
peraturan perundang-undangan bidang sistem perencanaan 
pembangunan nasional dimana diwajibkan perencanaan pembangunan 
dibuat dengan bentuk produk hukum yang berjenjang mulai dari Undang-
Undang hingga Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.51 
UU tentang RPJPN yang kemudian dijadikan pedoman dalam 
penyusunan RPJMN ( Peraturan Presiden), RPJMN tersebut dijadikan 
rujukan dalam menyusun perencanaan bagi lngkup pemerintahan yang 
berada di bawahnya. Keselarasan pembentukan perencanaan 
pembangunan merupakan amanat dari Undang-Undang nomor 25 Tahun 
2004 tentang SPPN. Dalam konteks hierarki norma atau peraturan di 
Indonesia sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dalam tinjauan 
pustaka maka seharusnya tata pembentukan perencanaan yang 
dituangkan dalam aturan/norma hukum harus bersifat hierarkial dimana 
tidak boleh ada perencanaan yang tertuang dalam produk hukum 
bertetangan dengan aturan atau produk hukum yang ada di atasnya. 
                                                          




Faktanya di beberapa daerah masih ada yang melakukan praktik 
penyusunan perencanaan pembangunan daerahnya tidak sesaui dengan 
perencanaan di atasnya, baik dari segi materil maupun dari segi formil. 
RPJPD dan RPJMD baik provinsi maupun kabupaten mesti 
dituangkan dalam produk hukum berbentuk Peraturan Daerah. Tata cara 
pebentukan perda RPJPD maupun RPJMD selain harus memenuhi syarat 
materil (substansi arah pembangunan) juga harus memenuhi syarat formil 
(materi acuan yang harus berbentuk produk hukum).52 Dalam kajian 
mengenai pembentukan Perda RPJMD Kabupaten Mamuju sebagaimana 
telah dijelaskan sebelumnya dalam pembahasan pertama bahwa  RPJMD 
tersebut disusun selain memerhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi barat 
juga  berpedoman pada rancangan RTRW dan rancangan RPJPD 
kabupaten. Secara materil hal tersebut dapat dibenarkan namun secara 
formil pembentukan RPJMD tersebut cacat dimana dalam aturannya 
RTRW kabupaten dan RPJPD kabupaten harus dalam bentuk Peraturan 
Daerah Kabupaten sedangkan dalam Perda RPJMD Mamuju yang 
disahkan pada Desember 2016 lalu tidak memasukkan perda RPJPD 
kabupaten dalam konsiderannya begitupula Perda RTRW.  
Pedoman pembentukan perencanaan pembangunan di daerah 
sebagaimana yang telah diatur dalam Permendagri 54 tahun 2010 
merupakan hal yang wajib dipenuhi mengingat permendagri tersebut 
merupakan aturan khusus pelaksana dari peraturan pemerintah bidang 
                                                          
52  Tafsir bebas penulis dalam memaknai frasa formil dan materil. 
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pembentukan perencanaan pembangunan daerah. Secara detail baik 
dalam Pasal 54 ayat (2) maupun pada lampiran Permendagri tersebut 
disebutkan bahwa dalam penyusunan RPJMD kabupaten selain harus 
memerhatikan RPJMD provinsi juga harus berpedoman pada RPJPD dan 
RTRW kabupaten. Kedudukan Permendagri dalam hierarki peraturan 
perundang-undangan di Indonesia jelas lebih tinggi apabila disandingkan 
dengan peraturan daerah provinsi maupun kabupaten sehingga 
seyogyanya produk hukum daerah tidak boleh bertentangan dengan 
peraturan menteri, hal tersebut sesuai dengan asas lex superior derogat 
lex inferior. 
Dalam konteks Perda RPJMD Mamuju berdasarkan penilitian penulis 
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan pembangunan 
kabupaten telah selaras dengan perencanaan pembangunan jangka 
panjang maupun jangka menengah provinsi dimana terdapat kesesuaian 
isu strategis serta arah dan tujuan pembangunan antara provinsi dan 
kabupaten. Hal tersebut telah memenuhi salah satu syarat pembentukan 
perencanaan pembangunan dalam sistem perencanaan pembangunan 
nasional maupun sistem perencanaan pembangunan daerah. Namun  
Perda RPJMD Kabupaten Mamuju perlu untuk dikaji kembali mengingat 
masih terdapat syarat formil RPJMD Kabupaten Mamuju yang tidak 




Tidak terpenuhinya syarat tersebut bisa berdampak pada 
pembatalan perda oleh Mahkamah Agung. Selain itu Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Barat juga memiliki fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap 
rancangan maupun produk hukum daerah di kabupaten yang berada di 
Sulawesi Barat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 245 UU Pemda.53 
Pengawasan pemerintah provinsi terhadap perda yang dibuat oleh 
pemerintah kabupaten/kota dimaksudkan agar produk hukum yang dibuat 
tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi 
asas-asas dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. 
Pengawasan pemerintah terhadap perda diaktualisasikan dalam bentuk 
pengujian perda yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi yang 
kemudian disebut dengan executive review. 
Penyusunan perencanaan daerah di kabupaten Mamuju yang tidak 
berpedoman pada Perda RTRW dan Perda RPJPD Kabupaten akan 
berdampak pada ketidakjelasan pencapaian dan akuntabilitas dari 
pemerintah kabupaten, di sisi lain perencanaan pembangunan yang tidak 
memerhatikan perencanaan di atasnya akan menghambat prinsip 
kontinuitas dan keterpaduan pembangunan, selain itu pelaksanaan 
RPJMD ke dalam program kerja atau RKP dapat dianulir mengingat dasar 
hukum pijakan pelaksanaannya bersamalah atau cacat karena tidak 
memenuhi persyaratan penyusunan RPJMD kabupaten sebagaimana 
yang diatur dalam Permendagri nomor 54 tahun 2010. Meskipun demikian 
                                                          
53  Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
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demi menjamin terlaksananya pembangunan di daerah khususnya 
Kabupaten Mamuju maka sebaiknya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat 
melakukan pembinaan dan pengawasan termasuk evaluasi terhadap 
produk hukum daerah kabupaten Mamuju serta memberikan solusi terkait 




















Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan berdasarkan 
pembahasan dii atas, penulis menarik kesimpulan bahwa: 
1. Prinsip penyusunan perencanaan daerah diatur dalam Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 54 ayat (2). 
Namun faktanya Perda RPJMD Kabupaten Mamuju disusun 
tanpa berpedoman pada Perda RPJPD Kabupaten dan Perda 
RTRW Kabupaten sebagaimana persyaratan dalam Pasal 54 
ayat 2 huruf b Permendagri nomor 54 tahun 2010 yaitu dalam 
penyusunan Perda RPJMD Kabupaten berpedoman pada 
RPJPD dan RTRW Kabupaten.54 Perencanaan yang baik dan 
benar merupakan medium untuk memastikan terwujudnya 
prinsip kepastian hukum. 
2. Perda Nomor 5 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Mamuju 
Periode 2016-2021 disusun tanpa memenuhi syarat formil 
(keberadaan landasan yuridis) pembentukan RPJMD 
sebagaimana yang diatur dalam Permendagri 54 tahun 2010. 
                                                          
54  Lihat Pasal 54 ayat 2 huruf B Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
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Implikasi tidak dipenuhinya syarat tersebut berdasarkan teori 
penyusunan peraturan perundang-undangan dan hierarki 
perarturandi Indonesia ialah dibatalkannya Perda tersebut oleh 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui prosedur excecutive 
review atau oleh Mahkamah Agung melalui Judicial review. 
Selain itu, perencanaan yang disusun tidak melalui prosedur 
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan akan 
mengakibatkan terjadinya bias dan menimbulkan ketidakpastian 
hukum dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah. 
B. Saran 
Berdasarkan pembahasan serta kesimpulan di atas, penulis 
memberikan saran yaitu: 
1. Pemereintah Kabupaten Mamuju bersama DPRD perlu untuk 
mengesahkan Ranperda RPJPD dan RTRW Kabupaten Mamuju 
kemudian meninjau kembali Perda RPJMD Kabupaten Mamuju 
sehingga dapat memenuhi syarat penyusunan Perencanaan 
Pembangunan Daerah selain menyelaraskan dengan 
perencanaan pembangunan provinsi juga mesti menyeleraskan 
dengan pedoman penyusunannya sebagaimana yang telah 
diatur dalam Permendegari 54 tahun 2010. 
2. Sebaiknya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan 
fungsi pengawasan dan evaluasinya dalam hal pembentukan 
produk hukum daerah di Kabupaten Mamuju, Perda RPJMD 
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Kabupaten Mamuju secara formil tidak memenuhi persyaratan 
sebagaimana yang diatur dalam permendagri nomor 54 tahun 
2010 sehingga seyogyanya Pemerintah Provinsi mengambil 
sikap untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum di Indonesia 
khususnya di bidang perencanaan daerah. Pengawasan produk-
produk hukum daerah harus dilakukan secara masif untuk 
mencegah adanya norma yang saling bertentangan serta dalam 
penerapannya tidak merugikan masyarakat umum. Maka dari itu 
Pemerintah Daerah harus selalu berpedoman pada asas-asas 
pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga produk 
hukum yang dihasilkan tidak bertentangan dengan ketertiban 
umum dan hukum yang lebih tinggi. Sehingga Produk hukum 
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